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MENEROPONG PELUANG,
TANTANGAN, DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SDM DI MASA
PANDEMI TERHADAP KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH DALAM
SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI
INDONESIA

Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Unpas Bandung

Pendahuluan

Pada masa pandemi covid-19 dalam pembangunan nasional peranan tanah
bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat ber-
mukim atau untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula
kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang perta-
nahan. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari
segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi
manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah
sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi seng-
keta di antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diper-
lukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Tanah dan pertanahan meru- bangsa Indonesia dengan tanah men-
pakan unsur vital dalam kehidupan cirikan hubungan yang bersifat abadi.
berbangsa dan bernegara, karena Pemberian jaminan hukum di bidang
menjadi sumber-sumber keadilan dan  pertanahan, pertama-tama memer-
kemakmuran masyarakat. Hubungan
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lukan tersediamya perangkat hukum
yang tertulis, lengkap dan jelas. Tanah
dan bangunan merupakan benda-
benda yang memegang peranan pen-
ting dalam kehidupan manusia. Tanah
dan bangunan merupakan salah satu
kebutuhan pokok manusia (kebutuhan
papan) yang memengaruhi eksistensi
tiap-tiap individu karena setiap manu-
sia membutuhkan tempat untuk mene-
tap. Hak-hak atas tanah mempunyai
peranan sangat penting dalam kehi-
dupan manusia ini, makin maju masya-
rakat, makin padat penduduknya, akan
menambah lagi pentingnya kedudukan
hak-hak atas tanah itu.

Kepemilikan Hak Atas Tanah
Berdasarkan Hukum Pertanahan
di Belanda

Belanda adalah negeri yang agak
kecil, datar dan sangat teratur dengan
hanya sedikit perbedaan dalam hal
geologi dan kepadatan penduduk,
sedangkan Indonesia adalah negeri
yang sangat luas dengan banyak hutan,
sungai, tanah yang tidak/belum diman-
faatkan, dengan lahan subur dan kritis,
serta daerah pedesaan dan perkotaan.
Keberagaman lanskap dan sumber
daya alam sangat besar, demikian juga
halnya dengan pemanfaatan tanah.
Hal ini membuat peraturan tentang
tanah dan pemanfaatan tanah di Indo-
nesia, dibandingkan dengan situasi di
Belanda, terutama di daerah pedesaan,
menjadi agak sulit.

Tradisi hukum Indonesia berbeda,
meskipun Indonesia berbagi akar yang
sama. Perundang-undangan Belanda
tentang pendaftaran tanah dimulai
ketika KUH Perdata Belanda yang per-
tama dibuat. Pada saat yang sama
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pemerintah di bawah Raja William |
mulai membangun sistem pendaf-
taran tanah, yang awalnya hanya untuk
keperluan penentuan pajak. Itu semua
terjadi pada awal abad ke-19. Sejak saat
itu, sistem untuk memperoleh kepemi-
likan tanah dan untuk melakukan pen-
daftaran tanah, meskipun dewasa ini
secara teknis sudah sangat maju, pada
dasarnya tetap sama hingga sekarang
ini. Sesungguhnya, kebutuhan untuk
mengatur hak kepemilikan dan peman-
faatan tanah di Belanda sudah ada
sejak lama. Pada abad-abad awal, hal
ini dipercayakan kepada lembaga-lem-
baga pengadilan kuno. Setelah kodi-
fikasi pada awal abad ke-19, fungsi ini
seseorang ambil alih oleh pemerin-
tah yang dalam hal ini bekerja sama
dengan notaris. Arsip-arsip publik (pen-
daftaran akta) dihubungkan dengan
pendaftaran yang dilakukan kadas-
ter (indeks persil, pemilik dan peta).
Dengan demikian, sistem pembuatan
akta dan sistem pemberian hak dalam
beberapa cara dikombinasikan menjadi
satu sistem hibrida. Meskipun KUH Per-
data Belanda diperkenalkan di Indone-
sia pada masa lalu, namun hukum dan
praktik hukum berkembang secara ber-
beda dibandingkan dengan di Belanda.
UUPA adalah hukum yang paling pen-
ting tentang pendaftaran tanah, yang
disahkan pada tahun 1960 (UU No. 5
Tahun 1960).

Terdapat tingkat konsistensi dan
kontinuitas yang sangat tinggi dalam
menjaga semua sertifikat hak atas
tanah dan dokumen-dokumen tanah
lainnya, sementara tidak ada perbe-
daan regional dalam hal bagaimana
sertifikat-sertifikat itu dibuat dan didaf-
tar. Melihat latar belakang sejarahnya,
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tidaklah mengherankan bahwa kantor
pendaftaran tanah Belanda (yang biasa
disebut Dinas Arsip atau Pencatatan
Publik dan Pendaftaran Tanah, yang
juga dikenal dan selanjutnya disebut
sebagai Kadaster) seseorang mengang-
gap sebagai lembaga pemerintah yang
independen dan netral. Politisi dan
para pembuat kebijakan lainnya tidak
memengaruhi cara Kadaster bekerja.

Hak kebendaan yang paling pen-
ting adalah kepemilikan. Ini adalah hak
paling komprehensif yang seseorang
dapat miliki. Pelanggaran terhadap hak
atas kepemilikan dapat terjadi karena
hak orang lain, tertulis atau tidak tertu-
lis. Semua hak kebendaan atas tanah
dan bangunan adalah barang-barang
yang terdaftar. Sebuah hak kebendaan
adalah:

1. sebuah hak yang mengikuti objek
(droit de suite);

2. sebuah hak yang memiliki priori-
tas terhadap hak-hak kebendaan
(in rem: perihal sesuatu) yang lebih
muda (droit de priorite, prior tem-
pore potior iure); dan

3. sebuah hak yang memiliki priori-
tas terhadap hak-hak perorangan
(in personan: perihal seseorang)
secara umum (droit de preference).

Jadi, singkatnya, sistem Belanda
tentang hak atas tanah adalah seba-
gai berikut. Setiap bagian kecil tanah
di Belanda memiliki pemilik yang sah
secara hukum. seseorang diperbo-
lehkan untuk menggunakan sendiri
tanah tersebut, tetapi seseorang juga
diperbolehkan untuk memberikan hak
atas tanah tersebut kepada orang lain.
Seseorang dapat mengalihkan kepe-
milikannya, tetapi juga dimungkinkan
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bahwa seseorang menawarkan hanya
sebagian dari kekuasaannya kepada
orang lain. Dalam kasus terakhir, sese-
orang bisa menyetujui adanya pelaksa-
naan hak perorangan, yang mengikat
seseorang, tetapi bukan orang lain lagi.
Seseorang juga dapat menetapkan
hak kebendaan. Hak-hak kebendaan
dapat digunakan terhadap (berha-
dapan dengan) siapa pun juga, begitu
juga terhadap misalnya pemilik baru
dari tanah tersebut. Jadi, dalam banyak
kasus lebih baik untuk memiliki hak-hak
kebendaan karena hak-hak perorangan
secara umum tidak akan mengikat
pemilik baru dari tanah yang bersang-
kutan selama mereka tidak setuju akan
keberadaan hak perorangan tersebut
oleh diri mereka sendiri.

Kepemilikan Hak Atas Tanah
Berdasarkan Hukum Pertanahan
di Australia

Australia adalah negara bersan-
dar pada system Common Law. Hukum
Tanah Inggris (Real Estate Law) menjadi
bentuk awal hukum di Amerika Seri-
kat, Kanada, Australia dan New Zea-
land (Selandia Baru) melalui kolonisasi.
Negara-negara Bagian Australia juga
memodifikasi sejarah hukum ini dalam
berbagai tingkatan. Penelitian sistem
tanah feodal Inggris kuno memberi hal
tak ternilai kepada sejarah hukum yang
mengatur asset yang paling berharga
yaitu “tanah”. Pada abad pertengahan,
tanah adalah satu-satunya bentuk
kekayaan. Kepemilikan tanah menurut
sistem Inggris kuno bergantung pada
kepemilikan awal (chain of title atau
rantai kepemilikan). Seseorang yang
menguasai tanah berarti memilikinya.
Apabila seseorang menginginkannya,
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harus berjuang untuk memperolehnya.
Apabila seseorang menemukan sebi-
dang tanah, ia akan menjaganya. Tidak
ada pengadilan atau polisi yang dapat
memaksakan untuk mengakui atau
menegakkan hak yuridisnya seperti
ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Asas pemilikan tanah dan
bangunan/tanaman di atas tanahnya
yang dianut di Indonesia berbeda
dengan Australia, yaitu Hukum Tanah
Australia yang bersumber pada
English Common Law menggunakan
asas Accessie (Perlekatan) sedangkan
Hukum Tanah Nasional di Indonesia
yang bersumber pada Hukum Adat
menggunakan asas Horizontale Schei-
ding (Pemisahan Horizontal). Pada
asas Horizontale Scheiding, perbuatan
hukum yang dilakukan bisa meliputi
tanahnya saja, atau hanya meliputi
bangunan dan/atau  tanamannya
saja, yang kemudian dibongkar (ado/
bedol) atau tetap berada di atas tanah
yang bersangkutan (adol ngebregi).
Perbuatannya pun bisa juga meliputi
tanah berikut bangunan dan tanaman
keras yang ada di atasnya, dalam hal
mana yang dimaksud wajib dinyatakan
secara tegas. Walaupun Hukum Tanah
Nasional di Indonesia menggunakan
asas Pemisahan Horizontal, bangunan
dan tanaman bukan merupakan
bagian dari tanah yang bersangkutan
sehingga hak atas tanah tidak
dengan sendirinya meliputi pemilikan
bangunan dan tanaman yang ada di
atasnya. Akan tetapi, pada prakteknya,
dimungkinkan suatu perbuatan
hukum mengenai tanah meliputi juga
bangunan dan tanaman yang ada
diatasnya, asal dipenuhi syarat:
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1. bangunan dan tanaman itu secara
fisik merupakan satu kesatuan
dengan tanah yang bersangkutan,
artinya bangunan yang berfon-
dasi dan tanaman merupakan
tanaman keras;

2. bangunan dan tanaman tersebut
milik yang punya tanah; dan

3. maksud demikian secara tegas
disebutkan dalam akta yang mem-
buktikan dilakukannya perbuatan
hukum yang bersangkutan.

Dengan adanya kemungkinanter-
sebut tidak berarti Hukum Tanah Nasi-
onal meninggalkan asas Pemisahan
Horizontal dan menggantinya dengan
asas Accessie (Perlekatan). Bangunan
dan tanaman tersebut tetap terpisah
dari tanah dan untuk ikut dialihkan
haknya harus secara tegas dinyatakan
dalam Akta Jual Beli atau Akta Pembe-
rian Hak Tanggungan. Berdasarkan
UUPA, kepemilikan tanah di Indonesia
pada prinsipnya menganut Asas Pemi-
sahan Horizontal. Artinya bahwa tanah
yang dapat dikuasai dan dimiliki hanya-
lah sebatas pada permukaan bumi
saja beserta ruang yang ada di atas-
nya setinggi sewajarnya dalam rangka
penggunaan tanah tersebut. Sedang-
kan benda-benda lain yang ada di atas
tanah, dan segala kandungan mineral
dan lain-lain yang ada di bawahnya,
tunduk pada ketentuan hukum yang
lain (tidak menyatu dengan tanah).

Kepemilikan Hak Atas Tanah
Adat yang Bersertifikat
Berdasarkan Sistem Hukum
Pertanahan di Indonesia

Pemilikan tanah merupakan hak
asasi dari setiap warga negara Indone-
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sia yang diatur dalam UUD 1945, khu-
susnya Pasal 28 H yang menyebutkan
bahwa setiap orang berhak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh seseorang ambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.
Negara menjamin hak warga negaranya
untuk memiliki suatu hak milik pribadi
termasuk tanah. Penjaminan ini lahir
atas dasar hak menguasai negara yang
seseorang anut dalam Pasal 2 UUPA.
Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa
bumi, air, dan ruang angkasa terma-
suk kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara. Sebagai konse-
kuensi pengakuan negara terhadap
hak atas tanah yang dimiliki oleh orang
atau badan hukum, maka negara ber-
kewajiban memberikan jaminan kepas-
tian hukum terhadap hak atas tanah
tersebut, sehingga setiap orang atau
badan hukum yang memiliki hak terse-
but dapat mempertahankan haknya.
Untuk memberikan perlindungan dan
jaminan kepastian hukum tersebut,
pemerintah mengadakan pendaftaran
tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan
untuk memberikan kepastian dan per-
lindungan hukum akan hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 19 UUPA,
dinyatakan bahwa untuk menciptakan
kepastian hukum pertanahan, peme-
rintah menyelenggarakan pendaftaran
tanah. Atas tanah yang telah didaftar-
kan selanjutnya diberikan tanda bukti
hak atas tanah, yang merupakan alat
bukti yang kuat mengenai kepemilikan
tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik
yaitu tanda bukti pembayaran pajak
atas tanah dapat disertakan untuk pro-
ses administrasi. Girik, dengan demi-
kian bukan merupakan tanda bukti
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kepemilikan hak atas tanah, namun

semata-mata hanyalah  merupakan
bukti pembayaran pajak-pajak atas
tanah. Dengan demikian, apabila di atas
bidang tanah yang sama, terdapat klaim
dari pemegang girik dengan klaim dari
pemegang surat tanda bukti hak atas
tanah (sertifikat), maka pemegang ser-
tifikat atas tanah akan memiliki klaim
hak kebendaan yang lebih kuat. Namun
demikian, persoalan tidak sesederhana
itu. Dalam hal proses kepemilikan surat
tanda bukti hak atas tanah melalui hal-
hal yang bertentangan dengan hukum,
maka akan ada komplikasi.

Salah satu tujuan pendaftaran
tanah sebagaimana yang ditetapkan
dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997
adalah untuk memberikan kepas-
tian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersang-
kutan. Untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum,
kepada pemegang hak yang bersang-
kutan diberikan sertifikat hak atas
tanah. Meski sudah mendapat peng-
akuan dalam UUPA, sertifikat belum
menjamin kepastian hukum pemilik-
nya karena dalam peraturannya sen-
diri memberi peluang sepanjang ada
pihak lain yang merasa memiliki tanah
dapat menggugat pihak yang nama-
nya tercantum dalam sertifikat secara
keperdataan ke Peradilan Umum, atau
menggugat Kepala BPN/Kepala Kan-
tor Pertanahan yang bersangkutan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, atau
gugatan yang menyangkut teknis admi-
nistrasi penerbitannya.
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Sertifikat sebagai tanda bukti hak
yang bersifat mutlak apabila memenuhi
unsur-unsur secara kumulatif yaitu:

1. sertifikat diterbitkan secara sah atas
nama orang atau badan hukum;

2. tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. tanah dikuasai secara nyata; dan

4. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan sertifikat itu tidak ada
yang mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifi-
kat dan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat ataupun
tidak mengajukan gugatan ke peng-
adilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbit sertifikat.

Dalam hal pembuktian dapat dili-
hat pada Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997
yang mengatur tentang pembuktian
kepemilikan hak atas tanah menyata-
kan bahwa dalam rangka memperoleh
kebenaran data yuridis bagi hak-hak
yang baru dan untuk keperluan pen-
daftaran hak maka pembuktiannya di
lakukan dengan cara berikut:

1. Penetapan pemberian hak dari
pejabat yang berwenang mem-
berikan hak yang bersangkutan
menurut ketentuan yang berlaku
apabila pemberian hak tersebut
berasal dari tanah negara atau
tanah hak pengelolaan. Pene-
tapan pejabat yang berwenang
mengenai pemberian hak atas
tanah negara dapat dikeluarkan
secara individu, kolektif, maupun
secara umum

2. Asli akta PPAT yang memuat pem-
berian hak tersebut oleh peme-
gang Hak Milik kepada penerima
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hak yang bersangkutan mengenai
Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai atas tanah Hak Milik. Pem-
berian Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas tanah Hak Milik di
samping seseorangtur dalam PP
No. 40 Tahun 1996, juga di atur
dalam Permen Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Penutup

Kepastian hukum harus diterap-
kan untuk mencapai keadilan dan kebi-
jakan pertanahan dapat dilaksanakan
secara konsisten. Dalam rangka untuk
memberikan kepastian dan perlin-
dungan hukum di masa pandemi saat
ini dan juga peningkatan SDM di ling-
kungan pengurusan pertanahan, maka
kepada pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan diberikan sertifikat hak
atas tanah. Sertifikat diterbitkan untuk
kepentingan pembuktian pemegang
hak yang bersangkutan sesuai dengan
data fisik dan data yuridis yang telah
didaftarkan dalam buku tanah. Dengan
data fisik dan data yuridis yang tercan-
tum didalam sertifikat harus sesuai
dengan data yang tercantum didalam
buku tanah dan surat ukur yang ber-
sangkutan. Pendaftaran atas bidang
tanah dilakukan agar mendapatkan
kepastian hukum bagi pemegang hak
atas tanah maupun pihak lain yang ber-
kepentingan dengan tanah.

Penggunaan tanah harus disesuai-
kan dengan keadaannya dan sifat dari-
pada haknya, hingga bermanfaat baik
bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyainya maupun berman-
faat pula bagi masyarakat dan negara.
Ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
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kepentingan perseorangan akan ter-
desak sama sekali oleh kepentingan
umum. UUPA juga memperhatikan
kepentingan perseorangan haruslah
saling mengimbangi, hingga pada akhir-
nya akan tercapai tujuan pokok yaitu
kemakmuran, keadilan dan kebaha-
giaan bagi rakyat seluruhnya. Dalam
rangka tercapainya keadilan, kemak-
muran, perlindungan, dan kepastian
hukum dengan adanya pendaftaran
tanah dan penerbitan sertifikat, maka
akan tercapailah kepastian hukum akan
hak-hak atas tanah, karena data yuridis
dan data fisik yang tercantum dalam
sertifikat tanah tersebut diterima seba-
gai data yang benar. Sertifikat hak atas
tanah adalah tanda bukti atas tanah
yang telah terdaftar dan didaftar oleh
badan resmi yang sah dilakukan oleh
negara atas dasar undang-undang.
Sehingga dengan pengeluaran sertifikat
ini, menandakan telah ada pendaftaran
tanah yang dilakukan, dan pendaftaran
ini akan menciptakan keuntungan aki-
bat pelaksanaan administrasi perta-
nahan yang sah.

Kepastian hukum mengenai hak
atas tanah untuk memberikan kepas-
tian mengenai objek hak atas tanah,
kepastian mengenai subjek hak atas
tanah dan kepastian mengenai status
hak atas tanah. Konsepsi hukum serti-
fikat hak atas tanah merupakan tanda
bukti yang diterbitkan oleh lembaga
hukum yang berwenang, yang berisi
data yuridis dan data fisik yang digu-
nakan sebagai alat bukti kepemilikan
hak atas tanah dengan tujuan guna
memberikan jaminan kepastian hukum
dan kepastian hak atas sebidang tanah
yang dimiliki atau dipunyai oleh sese-
orang maupun badan hukum. Dengan
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adanya sertifikat hak maka diharap-
kan secara yuridis dapat memberikan
jaminan kepastian hukum dan hak
oleh negara bagi pemegang hak atas
tanahnya. Jaminan negara ini diberikan
kepada pemilik atau pemegang sertifi-
kat dapat diberikan karena tanahnya
sudah terdaftar dalam sistem adminis-
trasi pertanahan negara.
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